
 

 

KEBIJAKAN 

PRODUKSI DAN PASOKAN KAYU BAHAN BAKU SERAT  

("Kebijakan") 

 

 

 

1. Tanggung Jawab Kami terhadap Produksi dan Pasokan Kayu Bahan Baku Serat 

PT. Satria Perkasa Agung (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menerapkan manajemen 

yang bertanggung jawab sebagai komitmen prioritas terhadap operasional berkelanjutan 

dan perlindungan lingkungan. Kayu bahan baku serat yang diproduksi dan dipasok untuk 

memproduksi produk pulp dan kertas 100% berasal dari kayu hutan tanaman yang 

dikelola secara lestari. 

 

Operasional Perusahaan 

Perusahaan memiliki dasar operasional yang legal sehingga kayu yang diproduksi 

memenuhi prinsip dan indikator legalitas kayu. Perusahaan telah melangkah lebih jauh 

dengan hanya melakukan produksi dan pasokan kayu bahan baku serat yang 

berkelanjutan. Oleh karena itu, Perusahaan akan: 

1.1. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang berasal dari pengelolaan 

hutan tanaman lestari sebagaimana didefinisikan dalam Kebijakan Konservasi Hutan 

APP (Forest Conservation Policy/FCP). 

1.2. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang telah diperiksa dan 

diverifikasi dengan benar terkait asal-usulnya yang sah dan/atau sertifikat lacak 

balaknya. 

1.3. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat dengan tidak melanggar hak 

tradisional dan sipil. 

1.4. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang tidak berasal dari areal 

dengan Nilai Konservasi Tinggi/NKT (High Conservation Values/HCV) dan 

melilindungi areal tersebut melalui kegiatan pengelolaan hutannya. 

1.5. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang tidak dibatasi 

perdagangannya, terdaftar pada peraturan pemerintah atau The International Union 

for Conservation of Nature (IUCN) Red List Critically Endangered species atau The 

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 

(CITES) Appendices I, II and III. 

1.6. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang bukan merupakan hasil dari 

rekayasa genetika (Genetical Modified Organism/GMO). 

1.7. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang dipanen dengan mematuhi 

Konvensi Inti Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO). 

 
 

 
 
 



 

 

2. Pendekatan Perusahaan 

Untuk menerapkan Kebijakan ini: 

2.1. Perusahaan akan mempertahankan operasionalnya dengan baik untuk memastikan 

bahwa Perusahaan tidak melakukan kegiatan yang tidak diterima.   

2.2. Perusahaan memastikan bahwa penilaian dampak lingkungan dan penilaian dampak 

sosial telah dilakukan sebelum pengembangan hutan tanaman untuk bahan baku 

serat. Sebagai tambahan penilaian yang diatur oleh Pemerintah, Perusahaan juga 

melakukan penilaian Nilai Konservasi Tinggi/NKT (High Conservation Values/HCV) 

sesuai dengan metodologi HCV Resources Network dan penilaian Stok Karbon Tinggi 

(High Carbon Stock/HCS). 

2.3. Perusahaan memastikan bahwa kewajiban sertifikasi yang dipersyaratkan telah 

dipenuhi. 

2.4. Perusahaan mengikuti dan memenuhi seluruh indikator dalam Evaluasi Penilaian 

Resiko Pemasok (Supplier Evaluation and Risk Assessment/SERA) untuk 

memastikan pemenuhan terhadap Komitmen Keberlanjutan Perusahaan 

(Sustainability Commitment).    

 

 

3. Tata Kelola 

3.1. Kebijakan ini berlaku untuk operasional Perusahaan. 

3.2. Aturan yang diterapkan di seluruh operasional Perusahaan berasal dari ketentuan 

dalam Kebijakan ini. 

3.3. Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya. Untuk 

memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi 

secara berkala terhadap progresnya. 

3.4. Fungsi Harvesting Control ditunjuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan sehari-hari 

dari proses pengadaan dan pengolahan serat yang bertanggung jawab sesuai dengan 

Kebijakan ini. Perusahaan1 secara berkala meninjau progres implementasi Kebijakan 

ini. 

3.5. Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan 

kami dengan berbagai cara. 

 

 

Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen non-deforestasi Perusahaan sebagaimana 

tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan Perusahaan (Sustainability Commitment). 
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1 Sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Governance Policy)  
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